
SUPAn TAMBRAUW 

,ERATURAN DAERAH KABUPATENTAMBRAUW 
NOMOR5 TAHUN2013 

TENTANG 

PEiusAHAN'AtAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN'TAMBRAWI· 

NOUOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PEUBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 


&ADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS 

DAERAH (lTO) DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA 

SUPAn TAMBRAUW, 

Menimbang a. 	 bahwa dalam rangka meningkatkan penyelengg~n tugas .tugas . 
.	.pemerintahanj "·pembSngun8n· '<Ian' .~··~tan·Pelfli . 
menyusun kemball organlsasi dan tatakelja Lembaga Teknis Oaerah 
sebagal penyelenggara pemerintahan daerah; . . . 

b:' 	 bahWa -berdasarkanPasal' 2 ayat- (1rPeraturan ·Pefnerintalf HornOr" 41" 
Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat Oaerah, maka Pembentukan 
Organisasi Perangkat Daerah dftetapkan dengan Peraturan Oaerah; . 

c. 	 bahwa dalam rangka penyesualan dan penataan organlsasl perangkat 
daerah senantiasa diarahkan pada efisiensl, efektititas, dan produktifitas 
ptJnyelenggaraan pemerintal)an daerah; .' . 

d: 	 bahWa berdasSrkan perHtribangan sel5agaJmanan diiriBkSlKrdalam'huruf a, 
hUruf b dan hUruf c. maka perlu dltetapkan dengan Peraturan Oaerah 
Kabupaten Tambrauw. 

Menglngat 1. 	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proplnsl .' 
Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom dl PropInsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Tahun 1969··Nomor 47. TambahanLembaran Negara 
Nomor 2907); 

2. 	 Undang-undang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lambaran Negara.iahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3041) sebagaimana.telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3890); 

. 3. Undang-undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga,aan Neg8fil 
Yang Bersih dan Bebas Kolusl, KonJpsl, dan Nepotlsme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara Nomor3851); 

4. 	 Undang..undang Nomor 32 Tahun 2004' tentang Pemertntaban: Daefah· 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TalTlbahan .Lembaran Negara 

.. N~rr-or 1437) se~agaimana telah dlubah terakhlr dengan Undang-Undang 
. Nbmot'1'2'T~uh '2008 'telitang Pel'1Jba"han Ketlua AIlS ·UlidMg..tJtldang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertntahan Oaerah (Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4844): 

5. 	 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(lembaran . Negara 
Tehun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438); 



6~ 	 UndaRffl;Jmtang:. -Hornor" ~·-Tahurt 2008- tentang-. PeRetapart Peraluran-
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T &hun 2008 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang -Otonomi 
t<busus Bagi Provfnsi Papua Menjadi Undq .;.. Undang (lembaran 
Negara Tahun 2008 NomOI' 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4884); 

7. 	 Undang·tJndang Nornor 12- TOil 20ft lell1ang PelllbellbJkarT Peratorarr 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 201; Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

8. 	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan etas Undang
Undang Nomor -56 Tahun 2008 1en~ Pembentukan Kabupaten 
Tambrauw di Provlnsi Papua Barat (Lembatan Negara Tahun 2013 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5416); 

9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan an1ata Pemerintah, Pemeriritahan Daerah Provinsi, 
Pemerintahan Daerah KabupatenIKota ( Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 

10. Peraturan Pemerfntah Hornor 41 Tahun 2007 1entang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 NQmor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4262); 

11. Peraturan Menterf Dalsm Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelunjuk 
Teknis Penataan Organisasl Perangkat Daerah; 

12. Pera\utan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 13 Tabun 2011 tentang 
Urusan Pemerintahan yang rnenjadl Kewenangan Pemerfntahan Daerah 

-KabupatenTarnbrauw. 
13. Peraturan·Daerah Kabupaten Tambrauw-Nomor 03 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Organlsasl dan Tata KeIja Badan Penmcanaan 
Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknia Daeran (LTD) 
Kabupaten Tambrauw. 

Oengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TAMBRAUW 


dan 

BUPAn TAMBRAUW 


MEMUTUSKAN 

Menetapkan 	 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PEMSENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN 
PStBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW 

Paaall 

Seberapa ketentuan dalsm Peraturen Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 03 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Organfsasi dan Tata Kef:fa Badan Perencanaan PeinbangUnan Oaerah, Inspektorat dan 
Lembaga Teknis Daerah (LTD) Kabupaten Tambrauw Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17, dlubah 
sebagalberlkut 

1. 	 Ketenluan PasaI2 ayat (2) diubah, sehingga PasaI2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 



Pasaf2 

(2) 	Lernbaga Teknie Daerah sebagaimana dlmaksud padaayat (1) hurufc terdlri dari: 
a. 	 Badan Pemberdayaan Masynkat-dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Tambtauw; 
b. 	 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw;' 
c. 	 Baden Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tambrauw; 
d. 	 Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten Tambrauw; 
e. Badan UnglCungan Hldup Daerah Kabupaten Tambrauw;. 

£ Badan Kesatuan Sangsa dan PoIltlJe Kabupaten Tambnww; 

g. 	 Badan Pemberdayaan Perempuan J. Periindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Tambrauwn; 
h. 	 Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tambrauw;dan 
i. 	 Satoan Ponsl Parnong Praja Kabupaten Tambrauw. 

2. 	 Oiantara Pasal 13 dan PasaI 14 dislsipkan 2(dua) pasaI J ya~ PasaI 13A dan PasaI 13B yang 
berbunyl sebagal berikut 

.BagIan Kellma 

Badan Kepegawalan Daerah 


PasaJ13A 

(1) 	 Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpia 
ofeIl seorang Kepala yang berada dibaWah dan berfanggung jawab kepada BupaIi melalui 
Sekretarls Daerah. 

(2) 	 Badan KepegawaJan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan .pelaksanaan 
kebQakan daerah dibldang pengelola kepeqawalan, pendidlkan dan petatihan. 

(3) 	 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Badan Kepegawaian 
Daerah menyelenggarakan fungsi ~ 

a. 	 perumusan kebljakan teknls deism lingkup pengefola kepegawalan daerah, pendldikan dan 
pelatihan; 

b. 	 pengkoortlfnasfan penyusunan kebijakan dfbldang pengelola kepegawalan daerahl 

pendldikan dan pelatihan; 
c. 	 pemblnaan dan pelaksanaan lUgas dl bldang pengelola kepegawaian daerah, pendidikan 

dan petaUhan; 
d. 	 penyeJenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatarl badan;dan 
e. 	 pelaksanaan luges lain yang dJberikan oIeh ~Upatl888UaI dengan lugas dan fungsinya. 

Paaal13B 

(1) 	Susunan OrganIsasi Badan Kepegawalan Daerah, terdJri dart : 
a. 	 Kepala; 
b. 	 Sekretariat terdiri dari; 

1. 	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. 	 Sub Bagian Data dan Program; 
3. 	 Sub Bagian Keuangan. 

c. 	 Bfdang· MutasJ dan Pengembangan Karier terdiri dari : 
1. 	 Sub Bidang Mutasl dan Penslun. 
2. 	 Sub Bidang Pengembangan Karier; 

d. 	 Bidang Pengadaan dan Keselahteraan Pegawai terdiri dar! : 
1. 	 Sub Bidang Formasl; 
2. 	 Sub Bldang Perundang - Undangadan Kesejahtaraan Pegawai. 

e. 	 .Bidang Pendidjkan dan Pelatfhan terdlri dari : 
1. 	 Sub Bldang Diklat dalam Jabatan; 
2. 	 Sub Sfdang Olklat Teknls Fungsfonar. 

f. 	 KeIompok Jabatan FungsionaJ. 
(2) Bagan Susunan OrganlsasJ Badan Kepegawalan Oaerah Kabupaten Tambrauw sebagaimana 

. • hk.. dan PMmm:ll't FlMrM ini 



3•.	Ketentuan.{?~.14 ayat(1). ayat (2) dan ayat (3) diubah • sehingga. PasaI14 berbunyi.sebagai. 
berikut: 

Baglan Keenam 

Badan Pembardayaan Pentmpuan, Perllndungan Anak dan Keluarga Bentncana 


Pasal14 

ft.) 	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perfindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan 
. 	 unsur pendukung tugas kepa!a daerah dibidang pemberdayaan perempuan,perfindungan ana\(, 

keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dipimpln eleh seorang kepaJa yang beradci·· 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Oaerah . 

~ 	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeJuarga Berencana mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Oaerah di bidang pemberdayaan 
perempuan , perlindungan anale, keluatga berencana dan kesejahteraan keluatga. 

(3) 	 Oalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsl: 
a. 	 perumusan kebi}akan teknls dlbldang pemberdayaan perempuan,. per11ndungan anak. 

keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; 
b. 	 pemberfan dukungan atas penyelenggaraan pemerfntahan daerah dlbidang pemberdayaan 

perempuan. perliJldungan anat, keJuarga berencana dan kesej8hteman kefuarga; 
c. 	 pembinaan dan pelaksanaan tugas dlbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan 

anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;dan 
d. 	 peJaksanaan tugas Jain yang diberikan ofeh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya. 

4. 	 Ketentuan PasaI15 ayat(1) dan ayat (2) diubah, sehingga PasaI15 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) 	Susunan Organisasi Badan Pernberdayaan Perempuan , Perlindungan Adak dan KeIuarga 
Berencana terdirl dart : . 
a. 	 Kepala; 
b. 	 Sekretarfat terdirf dart; 

1. 	 Sub Baglan Perencanaan. ; 
2. 	 Sub Baglan Umum dan Kepegawatan~ 
3. 	 SUb Baglan Keuangan. 

c. 	 Bidang Pemberdayaan Perempuan terdirf darf : 
1. 	 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan. 
2. 	 Sub Bldang Tindak Kekerasan Oalam Rumah Tangga; 

d. 	 Bidang Perlindungan Anak terdirf dart : 
1. Sub Bidang Pemberdayaan Anak dan Remaja; 

2 Sub Bidang Pertindungan Anak. 


e. 	 Bidang Keluarga Berencana terdirf dari : 
1. 	 Sub Bldang Keluarga Berencana; 
2. 	 Sub Bidang Keluarga Sejahtera. 

f. Kelompok Jabatan Fungsiena!. 	 . 
(2) 	Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak <fan 

Keluarga Berencana Kabupaten Tambrauw sebagalmana tercantum dalam Lampiran 11 yang 
merupakan bagian tak terplsahkan dart Peraturan Oaerah inL 

http:Ketentuan.{?~.14


Baglll1 KetuJuh 
Baclan KeSatuan Bangsa dan PoIltfk 

Phal16 

(1) 

(2) 

(3) 

Badan Kesatuan Bangsa dan Pol"ltlc merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang 
kesatuan bangsa dan poRtik, dlplmpln oIeh seorang KepaIa yang berada dlbawah dan bertanggung 
Jiwab kepada Bupati melalui Sekretarls Daerah 
8adan KesaIuan Bangsa dan PoIftIk mempunyaf tugas membaritu 8upd daIam penyefenggaraan 
Pemertntah Daerah dI bldang kesatuan bangsa dan poIItIk. 
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1). Badan Kesatuan Bangsa dan porltik 
rnenyelenggarak fungsl: 
a) perumusan bbljakan teknls dlbldang kesatuan bangsa dan poIitIk; 
b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerfntahan daerah dlbldang kesatuan bangsa dan 

poIltIk; 
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dlbidang kesatuan bangsa dan poIHIk;dan 
d) peIaksanaan tugas lain yang dlbertkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungslnya. 

6. Ketentuan PasaI17 SWIt (1) dan ayat (2) dlubah •sehingga Pasat 17 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17 

(1) SusunanOrganlsasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politikterdtrt darf : 
a. Kepala; 
b. Sekretartat terdlrt dart; 

1) Sub Baglan Perencanaan; 
2) Sub Baglan I)mum dan Kepegawalan; 
3) Sub Baglan Keuangan. 

c. Bldang 1dIoIog1. Wawasan'Kebangsaan Dan Kewaspadaan NasIonaf tenffrf dari : 
1) Sub Bldang 1d101oQ1 dan Wawasan Kebangsaan: 
2) Sub Bldang Kewaspadaan Nasional . 

d. Bldang SeIi. Budaya •Agamadan Ekonoml terdlri dart 
1) Sub Bldang Ketahanan SenI, Budaya. Agarna dan Ekonoml 
2) Sub Bldang Ormas dan Masalah Soslal Kernasyarakatan. 

e. Bldang PoIftIk Dafam Neg8rf terdfrf datf : 
1) Sub Bldang Imp1ementasl Kebijakan PubDk dan Pendldlkan PoIItIk; 
2) Sub Bldang Kelembagaan Partal dan FasD1tas Pemllu. 

(2) Bagan Susunan OrganIsasJ Badan Kesatuan Bangsa dan PoIitik sebagaJrnana tercantum dalam 
Lamplran III yang rnerupakan baglan 11k terplsahkan dart Peraturan Daerah 1nI. 

, • 

T. Ketentuan Pisal18 ayat (1). ayat (2) dan ayat (3) dJubah •sehingga PasaI18 berbunyf sebagal ben'kut : 

Baglan Kedelapan 
Badan Ungkungan Hldup' 

Pasal 18 

(1) 

(2) 

Badan Ungkungan, Hidup'merupakan unsur'pendukung tugas kepala daenIh dibidang lingkungan hldup. 
dlpimpln oIeh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati rneIaIul 
Seknttarls Daerah 
Badan Ungkungan HkIup. mempunya;. tugas mefnbantu B~ daIam ~tp~ 
Dae~h dI bldang RngkUngan hldup.' , 

(3) DaIam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1). Badan Ungkungan Hidup 
menyelenggarakan fimgsI: 
a. perumusan kebljakan taknls dlbldang IIngkungan hidup; 
b. pemberlan dukungan atas penyaIenggaFaan ~dapldlblda(v JIngkunga(llUdup; 
c. pembfnaan dan pelaksanaan tugas dibldang Ungkungan hldup;dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang dlberfkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



w)~I.lfAI,*uKlJMDAN ORGANISASI 

Paul 19 

~1). 'S.iJ$Jnan'OrganisaSi i3adan tfngfrungatiiiidup1en:firi 'dan: . 
a. ' Kepala; 
b. Sekratariat terdiJ1 daJ1;, 

I: Sub-Bagtan-Perencanaan: " 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3. Sub Baglan Keuangan. , 


1:. '-8fd8ng:Penataan'UngKuog8n:terdiri.cf8rf : 

1. Sub Bldang Instrurnen Perencanaan Ungkungan; 

2., Sub Bidang AMDAL; 


O. 'BIdantI.:P8ngendaIaRtefdihlalt-: 
1. Sub PengendaIian Kerusakan dan Pengelolaan Keanekaragaman H8yati; 
2. Sub Bidang PengendaRan Pencernaran; , ' 


.e. .SldaRg.f.eRaf.Ian.t.fukum.UngkUngari dan Penfn.gkalan KapasftaS'ferdlIf· dar'( : 


1. Sub 8Idang Penataan Hukum 
2. Sub Bldang Penlngkatan Kapasltas 

f. Bidang Kebersihan \erdkt dart : 
1. Sub Bldang sarana dan Prasaran 
2. Sub Bldang Operasional 

g. Ketompok JabatIn Fui1gsbnal 
(2) 	 Bagan Susunan Organlsasi Badan Ungkungan Hldup sebagalmana tercantum dalam Lampkan J\I yang 

rnerupatcan bagian talc terptsahkan dart Peraturan Daerah Tnl. 

Paul ••: 

PenJturan Daerah Ini muIaI beI1aku seJak taWaI diundangkan. 

Agar supaya setiap ota1g dapat mengetahulnya, memeJ1ntahkan pengundangan Penaturan Daerah inI dangan 
penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten TambrSuw. 

Ditetapkan di' .Sausapor , 
pada tanggal10-10-2013 

SUPAn TAMBRAUW, 

CAPm'Q 
Dlundangkan cD Sa....por 
,Pada tannal 10-10-2013 GABRIELASEM. 

SEKRETARfS OAERAH KABUPATEN TAMBRAUW 

CAPlTTD 

M.AMRI MASRL 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEH TAMBRAUWTAHUH 2013 HOMOR 5 

SaUnansesual dengan alinya 

KABUPATEN TAMBRAUW 




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW 
-N0M0R ~ :TAftUN 2013 

TENTANG 

PERU8AlfAN:AJAS PERAnJlWtDAERAM KABtJPATetTAMBRAUw ' ' 
NOMOR 03 TAHUN2012 TENTANG PEMBENTUKAN 

ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 
lNlPEKTORAT'OAM LBlBAt3A IEIOf$b~ tL1'Dl ' 

KABUPATEN TAMBRAUW 

t. 	 tJMtJM' 
Oengan semakin Guna menlngkatkan pelayanan penyelenggaraan pemetintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan maka dipandang periu menata kemball Peraturan Daerah Namor Namor 03 
l'ihun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelja Badan Perencanaan Penibangunan 
Oaerah, Inspektarat dan Lembaga Teknls Oaerah (LTO) Kabupaten Tambrauw. 
Perubab.an struktur dimaksud tetap berpedaman kepada Peraturan Pemerintah Namor 38 Tahun 

,2JX1l tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara PemerIntah, Pemerintahan Daerah ' 
,Provlnsi,; Pe~tahan O.rah, KabupatenJKota dan Peraturan Pernerfntah Nemor 41 Tahun 2007 
,tentangOiV--Pedtngkat Qaerah : 

II. 	 PASAL OEMI PASAL 
Pasal-'. 

Cukup jelas. 

'·Angb1 

-	 Cukupjelas
• 

PllRif2!' . 

Ayat(2) '," '",' 

'Curwp.~' 
Angka2, 

CbbIp:jeIat:' , 

Pasal13A 

k¢. (1) 

meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring; 


evaIuasi, dan paIapontn .pelaksanaan'tugas .Kepafa Sada.n., Pengertitin· 


-melalur bukan berarti Kepala Badan Kepegawaian Oaerah merupakan 


bawaban Iangsung, Sekretaris Daerah•. 


Ayat(2) 


Cutup~ 

Ayat(3) 

Cukupjefas 

http:Perubab.an


Pasilm":' 


Ayat (t} 

CUtUpte1* 
Ayat (2) 

&lffft1pjefilr , 

Angka3''.'.Pasal16 

.'fft" 
PertauggDngjawabarr Kepabt BadafT ,KeSlUarT Bangsa darT PoIitik 

'tep8da~mel_'~'D_alnldatah:~~i' 
adminisbatif yang meIipDti penyosonan kebijakan, perencanaan, 

'~... PMm~ EM1k1as~ .".,..~ eraltsanoart Ittg8! 

Kepafa Badan. Pengertian "n1eIaIur bukan berar1t KepaIa Badan 

.Kesatuan bangsa dan Poitik menspai.an tBaban' 5ang$Uftg 

CuktJp jelas 

Ayat.(3) 

Cukupjelas 

Angfra4 

Cukupjelas 

.P.asal17 


Ayat (1) 


Calmpjelas': 


Ayat(2} 

Cutupje1as 

Angka5 

CarmpJefa 
Pasatt8" 

, Ayal (1) 

Pertanggungj~an Kepala Badan Ungkungan Hidup Jtepads 8upati 

metarui Seilerais f.laerab aJafafr ,ara;gmlgjawaban aliM. 

yang melipuU- penyusunan kebijakan, patencs"aalt, peI~ksatl_l, 

monltotittg;'eva'fuaJij dan pe1aporaI'~_f.~9at!an. 

'Pengertian .-.ne1a1ui* bukan berarti Kepala Badan lingkungan Hihup 

naupakaubawshan 'angstlng Sekrefarrs Daerafr. 

http:menspai.an


Ayat(2} 

Cukupjefas 

Ayat(3) 

Cukupjelas 

AngkaS 

Cukupjelas 

PasaI19 

Ayat (1) 

Cukupjels 

Ayat(2) 

Cutwpjefas 
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LAMPiRAN IV 	 PERATUW. DAERAH KA!iUPATEN TAMBRAUW 
HOMOR S TAHUH 2013 
TAHGGAL 10.10.2013 

$AGNI STRUKTUR ORGANISASI BADAN UNGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN TAIIBRAUW 
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